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PUTUSAN
Nomor 0144/Pdt.G/2019/PA.Pw
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara cerai
gugat antara:

PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan
Jualan Kue Online dan Salon, tempat tinggal di Kabupaten Buton,
sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD,
pekerjaan Kuli Bangunan, bertempat tinggal di Kota Baubau,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telahmen dengar keterangan Penggugat dan para saksidi muka sidang;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 September

2019 telah mengajukan permohonan cerai gugat, yang telah terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor

0144/Pdt.G/2019/PA.Pw, tanggal 05 September 2019, dengan dalil-dalil pada

pokoknya sebagai berikut:
1.
Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2015, Penggugat dengan Tergugat

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Propinsi Sulawesi
Tenggara sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor
246/20/X1/2015 tanggal 18 Nopember 2015 ;

2.

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah

kontrakan di Kota Baubau selama 1 (satu) tahun dan selanjutnya tinggal
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di rumah pribadi Penggugat di Kabupaten Buton selama kurang lebih 2
(dua) tahun sebagai tempat kediaman bersama terakhir.;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah
berhubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai
keturunan;

4.

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun
dan harmonis, namun sejak 21 Mei 2016, rumah tangga mulai goyah
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal
sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat sering menyuruh Penggugat dengan menggunakan

kaki;

- Bahwa Tergugat sering memanggil Penggugat dengan nama anjing,
babi, mulut kambing, binatang, tai dan lain-lain;

- Bahwa Tergugat sering marah yang tidak jelas dan sering merusak
barang-barang;

- Bahwa Tergugat membatasi pergaulan Penggugat dengan saudara dan
tetangga Penggugat;

- Bahwa Tergugat sering meninggalkan rumabh jika sedang marah;

- Bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat di bagian kepala,
menyiram air di muka Penggugat, serta mempunyai kelainan sex, dan
sering mengucap kata cerai kepada Penggugat;

-Bahwa Tergugat sering membentak dan memarahi anak-anak
Penggugat dengan kata-kata kasar, sehingga anak-anak Penggugat
merasa ketakutan jika disebutkan nama bapaknya;

5.

Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai

puncaknya terjadi pada 14 Juli 2019 dimana Tergugat dalam keadaan
mabuk, duduk dan menunggu sambil memegang parang sehingga
Penggugat lari ke rumah kakak Penggugat dan melapor ke kantor polisi
dan berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sampai sekarang;

6.
Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah di mediasi pihak keluarga dan

pihak kepolisian namun tidak berhasil;
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7.

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan

Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat
dibina dengan baik dan tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah
tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat
terwujud lagi ;

8.
Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan

ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua

Pengadilan Agama Pasarwajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini,

selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-
adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada persidanganyang telah ditetapkan Penggugat telah
datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil’lkuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan
patut yang relaasnya dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata
bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang
sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak
bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk
bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan

Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;
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Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti berupa:
A.

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 246/20/X1/2015 tanggal 18 Nopember
2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio,
Kota Baubau, Propinsi Sulawesi Tenggara, telah dinazegelling dan diberi
meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinyat
ernyata cocok (bukti P);

B.
Saksi:

1. SAKSI |, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang

pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Tergugat;
- Bahwa saksi adalah Kakak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat
awalnya tinggal bersama di rumah kontrakan di Baubau selama satu
tahun lalu tinggal di Wakoko Pasarwajo selama 2 tahun;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum
dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat
rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2016 sering terjadi
pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar antara Penggugat
dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut adalah
karena Tergugat suka berkata kasar, suka marah tanpa jelas, dan
memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2019 telah
pisah rumah;
- Bahwa saat bulan Mei 2019 itu terjadi pertengkaran di mana
Tergugat mengancam Penggugat dengan Parang;

- Bahwa tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;
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- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak member nafkah kepada
Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga termasuk pihak kepolisian sudah
mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI IlI, telah memberikan keterangan di bawahsumpah yang pada

pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Tergugat;
- Bahwa saksi adalah Kakak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat
awalnya tinggal bersama di rumah kontrakan di Baubau selama satu
tahun lalu tinggal di Wakoko Pasarwajo selama 2 tahun;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum
dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat
rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2016 sering terjadi
pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar antara Penggugat
dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut adalah
karena Tergugat suka berkata kasar, suka marah tanpa jelas, dan
memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2019 telah
pisah rumah;
- Bahwa saat bulan Mei 2019 itu terjadi pertengkaran di mana
Tergugat mengancam Penggugat dengan Parang;
- Bahwa tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak member nafkah kepada
Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga termasuk pihak kepolisian sudah
mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat tidak

mengajukan tambahan keterangan serta alat bukti lagi;
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Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan untuk tetap bercerai
dan tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal
yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak
terpisah kandari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyataTergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)
yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan
patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut
disebabkan oleh suatu alasan yang sabh;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut
akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugat
tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg,
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim
membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalii gugatannya,
Penggugat telah mengajukan bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah)
yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya,
merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan
antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah
menurut hukum, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan
materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup,
sesuai Pasal 285 R.Bg junctoPasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI | dan SAKSI Il, sudah dewasa,
berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah
terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam
Pasal 172 ayat (1) R.Bg;
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Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat

mengenai pertengkaran fisik seperti pertengkaran mulut dan Tergugat suka
marah serta berkata kasar adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar
sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan
oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi
syarat materiill sebagaimana telah diatur Pasal 308 R.Bg, sehingga
keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima
sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
mengenai perselisihan dalam bentuk pisah tempat tinggal dan tidak saling
peduli lagi sejak Juli 2019 antara Penggugat dengan Tergugat, adalah fakta
yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-
dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi
tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 308
R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan
dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
mengenai Tergugat tidak menafkahi Penggugat lagi sejak Juli 2019 adalah
fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan
dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan
saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal
308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian
dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
mengenai upaya damai baik oleh saksi, keluarga bahkan pihak kepolisian
sudah dilakukan adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami
sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat,
oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil
sebagaimana telah diatur Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi
tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309
R.Bg.;
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Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2

Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri
yang sah sejak tanggal 13 November 2015 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan
Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejakbulan Mei 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus Yyang
disebabkan karena Tergugat suka marah, berkata kasar dan memukul
Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2019 telah pisah
rumah sampai sekarang;
5. Bahwa selama berpisah, tidak ada nafkah dari Tergugat;
6. Bahwa pihak keluarga bahkan kepolisian telah mendamaikan
Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum bahwa terbukti terjadi perselisihan dan
pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak
dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39
ayat (2) Undang-Undang Nomorl Tahun 1974 junctis Pasal 19 huruf f
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi
Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah karena kehendak
isteri dan dijatuhkan oleh Pengadilan serta perceraian ini adalah cerai yang
kesatu, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam,
thalak yang dijatuhkan adalah thalak satu ba’in sughra;

Menimbang, bahwa dengan demikian bunyi amar putusan adalah
menjatuhkan thalak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir
tanpa alasan yang sah, sementara gugatan Penggugat telah beralasan
hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek
sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg;
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Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama,biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;
Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
Menjatuhkan talak satu ba'in hughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp. 581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah)
Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 01 Oktober
2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Shafar 1441 Hijriah, oleh
Marwan, S.Ag., M. Ag. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu
oleh Adnan S. Ag., MH. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat;

Panitera, Hakim,
Ttd. Ttd.
Adnan, S. Ag., MH. Marwan, S. Ag., M. Ag.

Perincian biaya perkara;

1. Biaya pendaftaran :Rp 30.000,00
2. Biaya proses :Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan :Rp 485.000,00
4. Biaya PNBP :Rp 20.000,00
5. Biaya redaksi :Rp 10.000,00
6. Meterai :Rp 6.000,00
Jumlah : Rp 581.000,00 (lima ratus delapan puluh

satu ribu rupiah)
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